BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik,
penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7
Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959




Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1820);

. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4723);

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang
Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);




Menetapkan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja
Penanggulangan Bencana Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun

2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola
Perbatasan di Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun

2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan
Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik;

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan

Bencana Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana
Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan




Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019 Nomor 6) diubah sebagai

berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf e ditambahkan 1 angka yaitu angka 6,
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

susunan sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan
Sekretariat Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu merupakan
Sekretariat DPRD Tipe B;

c. Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu merupakan Inspektorat
Tipe A;

d. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terdiri dari:
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Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Pendidikan dan bidang Kebudayaan;

Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Kesehatan;

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Sosial, bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya
Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sub
Urusan Jalan, Sumber Daya Air, Drainase, dan Jasa
Konstruksi;



10.

il

12.

13.

14.

15.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata
Ruang dan Cipta Karya Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Tipe A
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A
menyelenggarakan  urusan  Pemerintahan  bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang
Transmigrasi;

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Koperasi Usaha Kecil Menengah dan bidang
Perdagangan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Komunikasi dan Informatika dan bidang Statistik;

Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Perhubungan;

Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Pertanian dan bidang

Pangan;




16.

T

18.

Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perikanan; dan

Dinas  Perpustakaan dan Kearsipan  Tipe <
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan  bidang
Perpustakaan dan bidang Kearsipan.

Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;

e. Badan Daerah terdiri dari:

L

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan dan fungsi
penunjang Penelitian dan Pengembangan;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang
Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;

Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi
penunjang Keuangan;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi penanggulangan bencana dan
kebakaran;

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A
melaksanakan fungsi pengelolaan kawasan perbatasan;
dan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A
melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.

2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dihapus, dan
ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (5), sehingga Pasal 13
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dihapus.
(2) Dihapus.
(3) Dihapus.



(4) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan
perangkat daerah di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dan di bidang Lingkungan Hidup menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan
ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan
Daerah ini. :

(5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perangkat
Daerah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mengalami
perubahan Nomenkelatur setelah berlakunya Peraturan
Daerah ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada 25 September 2020
A '\\\/r“-‘f?(; \
.j; ,&O ATI U,

\

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 28 September 2020

ABUPATEN KAPUAS HULU,

\* MOHD. ZAINI

3 o7

W Gy
LEMBARAN. DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016
NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PRONEGL RALIMANTORE DAGONTS D1 50 Salinan Sesuai dengan aslinya

3agian Hukum
aten Fapas Holu
\'\{“\,

N % A
R flina T
‘-funsﬂ“ﬁm

A0 193063 2640

<l




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMO 6 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan wawasan
Kebangsaan yang berintikan Pancasila dan Undang - Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah
memiliki peranan yang penting dan strategis dalam
meningkatkan ketahanan nasional di bidang ideologi, politik,
ekonomi, sosial, agama, dan budaya untuk menjaga, memelihara,
serta meningkatkan dan membina persatuan dan kesatuan
bangsa yang mengarah kepada proses penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju
masa depan yang dicita-citakan bersama bangsa Indonesia.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa pembinaan wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional serta persatuan dan kesatuan bangsa
merupakan prinsip kepentingan strategis nasional dalam
melaksanakan urusan pemerintahan umum yang wajib
dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah dalam rangka

menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa.
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Atas dasar kerangka logis tersebut, pemerintah
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, yang
mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah membentuk
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melaksanakan Urusan
Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu perlu mengubah Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dengan membentuk Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 94

§ %



